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Abstrak 
Kurang tertibnya administrasi Intansi Pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban 
pajaknya mulai dari pemotongan pajak, penyetoran sampai dengan pelaporan pajak, 
penelitian ini mengacu pada penerapan undang-undang perpajakan pada tahun terkait yang 
bertujuan untuk menganalisis penerapan perpajakan pada desa di kecamatan Kabila Bone. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah Kuantitatif  Deskriptif, yaitu 
penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang 
telah terkumpul sebagaimana adanya. data yang digunakan yaitu data sekunder berupa 
laporan pada buku kas pajak desa dan data primer yang berupa wawancara terhadap 
bendahara desa untuk memperkuat data yang diperoleh. Hasil penelitian menyatakan bahwa 
enam Desa di kecamatan Kabila Bone belum menerapkan penerapan pajak yang sesuai dengan 
UU dan Peraturan Menteri Keuangan. Kurangnya sosialiasi mengenai aturan terbaru dan 
kurangnya pengawasan yang dibuktikan dengan tidak adanya teguran dan sanksi atas 
kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban pajak yang memicu terjadinya ketidaksesuaian antara 
Peraturan Menteri Keuangan dengan penerapan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa 
terutama pada tahun 2021. 
 
Kata Kunci: dana desa; pajak desa; kuantitatif deskriptif; pajak penghasilan; pajak pertambahan nilai. 
 

Abstract 
The lack of orderliness in the administration of village government agencies in carrying out 
their tax obligations starting from withholding taxes, depositing to reporting taxes, this study 
refers to the application of the tax law in the relevant year which aims to analyze the 
application of taxation to villages in the Kabila Bone sub-district.  This study uses a quantitative 
descriptive research method, namely research used to analyze data by describing the data that 
has been collected as it is.  the data used are secondary data in the form of reports on the village 
tax treasury book and primary data in the form of interviews with the village treasurer to 
strengthen the data obtained.  The results of the study stated that six villages in the Kabila Bone 
sub-district had not implemented tax implementation in accordance with the Laws and 
Regulations of the Minister of Finance.  Lack of socialization regarding the latest regulations 
and lack of supervision as evidenced by the absence of reprimands and sanctions for 
negligence in implementing tax obligations which triggers discrepancies between the 
Regulation of the Minister of Finance and the application of taxes carried out by the village 
treasurer, especially in 2021. 
 
Keywords: Village Funds; Tax Administration; Income Tax; Value-Added Tax.    
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PENDAHULUAN  

Keberadaan dana desa akan memaksa pemerintah desa untuk melakukan 
banyak transaksi yang secara otomatis dapat memicu timbulnya kewajiban pajak. 
Adanya dana yang cukup besar yang dikeluarkan pemerintah kepada desa selain 
untuk menopang pembangunan nasional juga untuk meningkatkan pendapatan 
nasional yang dimiki oleh pemerintah terutama pada sektor perpajakan yang 
merupakan salah satu sektor pendapatan negara yang selalu menjadi pemberi 
kontribusi terbesar terhadap total pendapatan negara di setiap tahunnya. Terdapat 
kewajiban dalam dana desa yaitu menyetorkan setiap pajak yang dipotongkan pada 
kas negara. Pajak tersebut ialah pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya. Sehingga 
dapat diartika bahwa pada setiap dana yang diterima negara akan menimbulkan 
tanpa terkecuali termasuk dana desa. (Bandiyono & Kuncoro, 2021) 

Sumber dana desa yang berasal APBN dan APBD membuat dana desa ini 
menjadi salah satu objek yang dalam pelaksanaannya akan dikenakan pajak sesuai 
dengan jenis transaki yang dilakukan. Penggunaan sistem dalam prinsip pajak di 
Indonesia yaitu dengan self assesment system. Self assesment system merupakan 
system yang perhitungan pajak terutangnya dibebankan kepada wajib pajak itu 
sendiri. Akibatnya, adai risiko wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban 
perpajakannya dengan baik karena kelalaian, celah, atau ketidaktahuan wajib pajak 
terhadap kewajibani perpajakannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahu 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tepatnya pada Pasal 58 mengatur bahwa 
bendahara yang merupakan pemungut pajak wajib dalam memotong pajak atas kas 
desa yang keluar dan harus melakukan penyetoran terhadap semua pajak yang telah 
dipotong atas belanja desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh 
karena itu, kegiatan mengelola dana desa juga merupakan urusan perpajakan. Sebagai 
pemotong dan/atau pemungut pajak, bendahara desa diaruskan untuk memiliki 
pengetahuan mengenaii perpajakan, terutama yang memiliki kaitan dengan 
kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak atas transaksi 
yang dilakukan menggunakan dana desa mulai dari PPh sampai dengan PPN. 

Berikut ini merupakan data perpajakan pada beberapa desa di kecamatan Kabila 
Bone: 
  

https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/3736
https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/3736
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Tabel 1: Data Perpajakan Pada Beberapa Desa di Kecamatan Kabila Bone 
 
 
 
 
 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023 

Berdasarkan data diatas yang dapat kita lihat bahwa terdapat persentase yang 
tidak mencapai 100% pada tahun 2019. adanya pajak yang telah dipotong/dipungut 
oleh bendahara desa pada desa di Kabila bone tetapi tidak disetorkan ke kas 
pemerintah dengan selisih sebesar Rp860.411,00. Menurut Undang-undang KUP 2007 
tepatnya Pasal 39 ayat 1 jika WP tidak melakukan penyetoran atas pajak yang sudah 
dipotong/dipungut sebelumnya yang menyebabkan ruginya pendapatan negara 
maka hukuman yang dikenakan kepada WP tersebut paling singkat 6 tahun Penjara 
dengan wajib membayar denda dengan nominal paling rendah 2 kali nilai 
keseluruhan pajak terutang yang belum ataupun kurang bayar dan paling tinggi 4 kali 
nilai keseluruhan pajak terutang. 

Dan berdasarkan observasi awal bendahara desa pada desa di kecamatan Kabila 
Bone mengaku belum sepenuhnya melaksanakan aturan yang ada dalam undang-
undang perpajakan seperti pelaporani SPT massai pajak. hal ini memicu potensi 
adanya pengenaan sanksi administrasi terhadap pihak desa yang terkait seperti yang 
ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahuni 2007 pada pasal 7 
untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sanksi administrasi berupa 
denda sebesar Rp500.000 dan, untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya Rp100.000. 
Walaupun demikian pihak bendahara desa di kecamatan Kabila Bone menyatakan 
bahwa belum pernah mendapatkan teguran mengenai hal tersebut. 

Berlandaskan pada penelitian terdahulu yang dilakukan Dengan adanya 
pengelolaan dana desa yang baik menggunakan siskeudes tidak menjamin bahwa 
perpajakan pada pengelolaan dana desa berbanding lurus dengan baiknya 
pengelolaan dana desa seperti pada penelitian sebelumnya oleh (Wahyu et al., 2020) 
Perpajakan atas pengelolaan Dana Desa di Desa Bungaejaya dikenakan atas Pajak 
Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan PPN dimana bendahara desa sudah melakukan 
pemungutan dan peenyetoran pajak. sedangkan Penyetoran dan pelaporan pajak atas 
Dana Desa di Desa Bungaejaya belum dilakukan sesuai dengan undang-undang 
perpajakan. Yang membuat kewajiban perpajakan Desa Bungaejaya belum 
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. begitu juga dengan 
penelitian yang dilakukan oleh (Muamarah & Suyani, 2018) yang meneliti di beberapa 
desa di kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang yang keseluruhannya 
belum melaksanakan adalah pembuatan bukti potong/pungut dan pelaporan SPT 
Masa ke Kantor Pajak Pratama di wilayahnya. kurang tertibnya administrasi desa 

Tahun Pajak yang 
dipotong 

Pajak yang 
disetor 

Persentasi (%) 

2019 Rp 433.623.120 Rp 432.762.709 99,80% 
2020 Rp 215.771.372 Rp 215.771.372 100,00% 
2021 Rp 110.632.820 Rp 110.632.820 100,00% 

https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/3736
https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/3736
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dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menjadi salah satu fenomena yang sangat 
menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seperti apa 
penerapan perpajakan pada pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Kabila 
Bone. 

Pada penelitian sebelumnya peneliti menggunakan data primer yaitu 
wawancara sebagai sumber data utama sedangkan pada penelitian ini menggunakan 
data sekunder yaitu laporan kas pajak untuk dianalisis mengenai tiga kewajiban pajak 
mulai dari pemungutan penyetoran sampai dengan pelaporan hasil penelitian 
diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik kewajiban perpajakan 
yang berlaku di desa dan dapat dijaadikan sebagai evaluasi berkaitan dengan 
prosedur dan tatacara penerapan perpajakan pada pengelolaan dana desa. 

 
METODOLOGI 

Penelitiani inii menggunakani metodei deskriptifi dengani pendekatani kuantitatif.i 
Sumberi datai yangi digunakani adalahi datai sekunder,i yaitui datai berupai bukui kasi 
pajaki yangi dimilikii desai padai tahuni 2021i Metodei deskriptifi adalahi metodei yangi 
digunakani untuki menganalisisi datai dengani carai mendeskripsikani ataui 
menggambarkani datai yangi telahi terkumpuli sebagaimanai adanyai tanpai bermaksudi 
membuati kesimpulani yangi berlakui untuki umumi ataui generalisasi (Sugiyono, 2018)  
waktui penelitiani inii dimulaii sejaki Novemberi 2022i sampaii dengani Februarii 2023i 
yangi dilakukani padai enami Desai dii kecamatani Kabilai Bonei Kabupateni Bonei 
Bolangoi Provinsii Gorontalo. 
TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Tekniki yangi digunakani untuki memperolehi datai yangi relevani dengani 
penelitiani yangi dilakukani adalahi dengani 1)i Dokumentasi,i bentuki dokumen-
dokumeni tertulis,i ataupuni literaturi yangi berkaitaitani erati dengani masalahi yangi 
dibahasi padai penelitian;i 2)i Wawancara,i Wawancarai dapati dilakukani dengani 
individui tertentui untuki mendapatkani datai ataui informasii tentangi masalahi yangi 
berhubungani dengani satui subjeki tertentui ataui orang lain (Sugiyono, 2019) 

 
Teknik Analisis Data  

Analisisi datai adalahi prosesi mencarii dani menyusuni secarai sistematisi datai 
yangi diperolehi darii hasili wawancara,i dokumentasi,i dani studii literaturi dengani carai 
mengorganisasikani datai kedalami kategori,i menjabarkani kedalami unit-unit,i 
melakukani sintesa,i menyusuni kedalami pola,i memilihi manai yangi pentingi dani manai 
yangi akani dipelajari,i dani membuati kesimpulani sehinggai mudahi dipahamii olehi dirii 
sendirii maupuni orangi lain (Sugiyono, 2018) 

Penelitii melakukani analisisi terhadapi penerapani perpajakani padai pengelolaani 
danai desai padai desai dii Kecamatani Kabilai Bonei dengani melakukani pencocokani 
antarai pajaki yangi dipotong,i disetori dani dilaporkani olehi pihaki bendaharai desai padai 

https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/3736
https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/3736
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desai dii kecamatani Kabilai Bonei yangi didasarkani berdasarkani dengani undang-
undangi perpajakani yangi berlaku: 

1) Tahapi Pemotongan 
a) PPN : Pemotongani yangi nilainyai dibawahi Rp.200.000.000i setelahi Aprili 

2020i dani dibawahi Rp.100.000i sebelumi Aprili 2020i merupakani PPNi 
yangi tidaki seharusnyai dipunguti karenai minimali nominali yangi akani 
dikenakani PPNi adalahi Rp.2.000.000i setelahi Aprili 2020i dani 
Rp.1.000.000i debelumi Aprili 2020i Rp.2.000.000i xi 10%i =Rp200.000i >i 
makai merupakani bukani merupakani objeki PPN  

b) PPh 22 : Pemotongani yangi nilainyai dibawahi Rp.30.000i merupakani PPhi 
22i yangi tidaki seharusnyai dipunguti karenai minimali nominali yangi 
akani dikenakani PPNi adalahi Rp.2.000.000i Rp2.000.000i xi 1,5%i 
=Rp30.000i >i makai merupakani bukani merupakani objeki PPhi 22 

2) Tahapi Penyetoran 
Berdasarkani peraturani menterii keuangani nomori 231/i PMK.03/2019i tepatnyai 

padai pasali 23i menjelaskani bahwai Pemerintahi Desai wajibi menyetorkani PPhi 
dani PPNi yangi telahi dipotongi ataui dipunguti palingi lamai tanggali 10i (sepuluh)i 
bulani berikutnyai setelahi pelaksanaani pembayaran. 

3) Tahapi Pelaporan 
Bendaharai wajibi melakukani pelaporani SPTi massai sebagaii berikut: 

a) SPTi Masai PPhi Pasali 21/26i dani SPTi Masai unifikasii bagii Instansii 
Pemerintahi (PPhi 22i dani PPhi 23i yangi harusi dilaporkani palingi lamai 
tanggali 20i bulani berikutnya 

b) SPTi Masai PPNi bagii PKPi Instansii Pemerintahi yangi harusi dilaporkani 
palingi lamai akhiri bulani berikutnyai setelahi Masai Pajaki berakhir 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rincian anggaran Dana Desa dan pajak yang dipungut oleh enam Desa di 
kecamatan Kabila Bone, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2: Data Penerimaan pajak Pada Enam Desa di Kecamatan Kabila Bone 

Nama desa   Dana Desa   Pajak Dipotong/dipungut  
2020 2021 2020 2021 

Botubarani   Rp  875.325.000   Rp  798.427.000   Rp 36.235.634   Rp14.799.008  
Huangobotu  Rp1.076.015.000   Rp  985.709.000   Rp 47.619.078   Rp31.587.179  
Biluango   Rp  876.787.000   Rp  889.762.000   Rp 23.142.919   Rp20.955.965  
Moodelomo   Rp 949.779.000  Rp1.009.454.000   Rp 27.679.928   Rp13.593.791  
 Botutonuo   Rp 975.295.000  Rp1.010.785.000   Rp 46.007.116   Rp16.193.516  
 Molotabu  Rp1.146.040.000   Rp1.070.831.000   Rp  35.086.697   Rp 13.503.361  

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023 

Darii datai diatasi dapati kitai lihati bahwai besarani danai desai tidaki 
mempengaruhii jumlahi pemungutani pajaki yangi adai dii desai dapati dilihati bahwai 
besarani danai desai yangi hamperi samai padai tahuni 2020i dani 2021i mnghasilkani 
penurunani pemungutani pajaki dii desai padai kecamatani Kabilai Bonei Menuruti 
pengakuani apparati desai Hali inii disebabkani olehi penggunaani danai desai yangi 

https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/3736
https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/3736


Analisis Penerapan Perpajakan pada Pengelolaan Dana Desa.... 
DOI: 10.37531/sejaman.v6i1.4029 
 

 SEIKO : Journal of Management & Business, 6(1), 2023 | 735 

diprioritaskani untuki pemulihani darii pandemii Covid-19i banyaknyai danai desai yangi 
dipergunakani untuki BLTi dani kurangnyai pembangunani dii tahuni 2020i terutamai 
padai 2021i sangati mempengaruhii penurunani besarani pajaki yangi dipunguti 
bendaharai desa. 
 TAHAP PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK  

Padai penerapannyai kesalahani pemungutani yangi palingi seringi terjadii adalahi 
padai PPhi 22i dani jugai PPNi dikarenakani adanyai batasi minimali pembelanjaani 
berbedai dengani PPhi 21i dani PPhi 23.i Agari bisai dipunguti keduai pajaki tersebuti harusi 
memilikii suatui transaksii yangi nilainyai diatasi Rp2.000.000i sepertii yangi diaturi dalami 
PMKi Nomori 231/PMK.03/2019i batasi punguti yangi tidaki diperhatikani olehi pihaki 
bendaharai desai termasuki desai dii kecamatani Kabilai Bone.i membuati banyaknyai 
pemungutani pajaki yangi dibawahi batasi nominali pajaki PPNi dani PPh 22. Berikut 
adalah data mengenai pemotongan dan atau pemungutan pada desa di kecamatan 
Kabila Bone: 

Tabel 3: Data Pemotongan/Pemungutan pajak Pada Enam Desa di Kecamatan 
Kabila Bone 

Nama desa PPN PPh 22 
Pemungutan Bukan 

Objek pajak 
Jumlah 

transaksi 
Pemungutan Bukan 

Objek pajak 
Jumlah 

transaksi 

Botubarani 5 20 - 15 
Huangobotu 5 24 2 22 
Biluango 4 20 1 19 
Moodelomo 7 24 1 20 
Botutonuo 8 29 11 35 
Molotabu 1 15 - 16 
Total 30 132 15 127 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023 

Berdasarkani tabeli diatasi dapati dilihati bahwai dalami memunguti PPNi dani PPhi 
Pasali 22i tahuni 2021i bendaharai desai dii kecamatani Kabilai Bonei belumi sepenuhnyai 
mengikutii penerapani undang-undangi menganaii Batasani rendahi padai PPNi dani jugai 
PPhi 22i yangi harusi dibayari padai belanjai atasi pengeluarani yangi akani dikenakani 
pajak.i Sehinggai masihi terjadinyai banyaki terjadii kesalahani pemungutani pajaki atasi 
Pajaki pajaki yangi dii punguti padai awali berjalannyai tahuni yaitui dengani memunguti 
PPNi atasi belanjai yangi memilikii nominali dibawahi Rp200.000i dani PPhi 22i dengani 
nominali Rp30.000i yangi seharusnyai tidaki dipotongi pajak.i terlihati padai diatasi 
terdapati 45i pajaki yangi tidaki seharusnyai dipunguti bendaharai desai darii totali 259i 
transaksii pajaki yangi dimilikii desai dii kecamatani Kabilai Bone 

 
TAHAP PENYETORAN PAJAK  

Tahapi penyetorani dilakukani padai setiapi masai pajak.i Pajaki yangi telahi 
dipunguti wajibi disetori kei kantori posi ataui banki yangi ditunjuki olehi Menterii 

https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/3736
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Keuangani menggunakani Surati Setorani Pajaki (SSP)i palingi lamai tanggali 10i (sepuluh)i 
bulani takwimi berikutnya (Heryanto & Wijaya, 2017). Berikut adalah data mengenai 
penyetoran pajak pada desa di kecamatan Kabila Bone: 

Tabel 4: Data Penyetoran Pajak Pada Enam Desa di Kecamatan Kabila Bone 

Nama desa PPN PPh 23 PPh 22 PPh 21 
Telat 
Bayar 

transaksi Telat 
bayar 

transaksi Telat 
Bayar 

transaksi Telat 
bayar 

transaksi 

Botubarani 11 20 5 7 12 15 - - 
Huangobotu 4 24 6 13 4 22 - 2 
Biluango 14 20 4 11 11 19 - 1 
Moodelomo 7 24 1 6 7 20 - - 
Botutonuo - 29 - 16 1 35 - 9 
Molotabu 4 15 2 13 7 16 - - 
Total 40 132 18 66 42 127 - 12 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023 

Berdasarkani tabeli diatasi dapati dilihati bahwai padai tahuni 2021i dalami 
melakukani penyetorani jikai mengacui darii Peraturani Menterii Keuangani bendaharai 
desai seringi terlambati dalami menyetorkani pajaknyai yangi sebelumnyai telahi 
dipotongi atasi belanjai menggunakani danai desai yangi sebenarnyai harusi disetorkani 
sebelumi tanggali 10i padai bulani setelahi penyelesaiani transaksi.i Terlihati padai tabeli 
diatasi jikai dijumlahkani terdapati 100i transaksii yangi terlambati disetori darii totsli 337i 
pajaki yangi dipunguti bendaharai desai dii kecamatani Kabila Bone 
TAHAP PELAPORAN PAJAK  

Menurut Susilawati dalam (Wahyuni, 2022), pelaporani atasi pemotongani 
dan/ataui pemungutani sertai penyetorani pajaki yangi dipunguti olehi instansii 
pemerintahi dilakukani dengani menggunakani SPTi Masa.i Mulaii darii SPTi Masai PPhi 
Pasali 21/26,i SPTi Masai unifikasii sertai SPTi Masai PPN.i Yangi seharusnyai menjadii 
kewajibani bendaharai instansii pemerintahi yangi termasuki didalamnyai adalahi 
pemerintahi desa.i Berikuti adalahi tahapi pelaporani pajaki padai Desai dii Kecamatani 
Kabilai Bone: 

  

Gambar 1: Riwayat Pelaporan Pajak enam desa di Kecamatan Kabila Bone 

https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/3736
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Pelaporan pajak pada desa di kecamatan Kabila Bone belum dilakukan 
dibuktikan dengan kosongnya riwayat pelaporan pada akun DJP milik enam desa di 
kecamatan Kabila Bone yang merupakan objek penelitian. Yang seharusnya ada 
pelaporan tiap masa pajak yang sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan. 
ANALISIS PAJAK YANG DIPUNGUT DARI DANA DESA BERDASARKAN JENIS PAJAK 

Berdasarkan Jenis Pajak : 
Tabel 5: Data Pemungutan Pajak Berdasarkan Jenisnya 

Jenis Pajak Pajak Dipungut Persentase 
PPN  Rp                    78.089.146  80,23% 

PPh 21  Rp                      3.879.320  3,99% 
PPh 22  Rp                    13.725.451  14,10% 
PPh 23  Rp                      1.637.000  1,68% 
Total  Rp                    97.330.917  100,00% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023 

 

Gambar 2 : Persentase Pemungutan Pajak Berdasarkan Jenis pajak 

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa pajak yang memiliki kontribusi 
tertinggi pada tahun 2021 adalah Pajak Pertambahan Nilai yang memberikan 
kontribusi sebesar 80,23 persen dari keseluruhan pajak pusat yang dipungut oleh 
enam desa di kecamatan Kabila Bone. Sedangkan yang memberikan kontribusi pajak 
yang paling rendah adalahi pajaki penghasilani pasali 23i yang memberikani kontribusii 
1,68 persen, selain itu ada Pajak penghasilan pasal 21 dan Pajak penghasilan pasali 22i 
yangi masing-masingi memberikani kontribusii sebesari 3,99i perseni dani 14,10i persen. 

Berdasarkan Sektor Dana Desa: 
Tabel 6: Data Pemungutan Pajak Berdasarkan Sektor Dana Desa 

Bidang Pajak Dipungut Persentase 

Pelaksanaani Pembangunani   Rp      13.452.935  13,82% 
Pemberdayaani Masyarakati   Rp      67.951.587  69,82% 
Pembinaani Kemasyarakatani   Rp        5.074.639  5,21% 

80.23%

3.99% 14.10%

1.68%

Persentase
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Penyelenggaraani Pemerintahi   Rp      10.851.756  11,15% 
Total  Rp      97.330.917  100% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023 

 

Gambar 3 : Persentase Pemungutan Pajak Berdasarkan Sektor Dana Desa 

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa sector yang memberikan kontribusi 
tertinggi terhadap perpajakan pada tahun 2021 adalah sector Pemberdayaan 
Masyarakat yang memberikan kontribusi sebesar 69,82% persen dari keseluruhan 
pajak pusat yang dipungut oleh 6 desa di kecamatan Kabila Bone. Sedangkani yangi 
memberikani kontribusii pajaki yangi palingi rendahi adalahi padai sektori Pembinaani 
kemasyarakatani yangi hanyai memberikani kontribusii sebesari 5,21i persen,i selaini itui 
adai sectori pelaksanaani pembangunani dani Penyelenggaraani pemerintahani yangi 
masing-masingi memberikani kontribusii sebesari 13,54i perseni dani 10,92i persen. 
 
TAHAP PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK  

Kurangnya sosialiasi mengenai aturan terbaru menjadi salah satu alasan 
mengapa masih banyak terjadi kesalahan pemotongan dan/atau pemungutan oleh 
bendahara desa sehingga tidak heran jika masih banyak transaksi yang bukan 
merupakan objek pajak dipotong dan/atau dipungut. Beberapa bendahara desa di 
kecamatan Kabila Bone. Tidak hanya itu beberapa bendahara berpendapat lebih baik 
mereka memotong pajak walaupun nominalnya tidak sesuai dari pada mereka tidak 
memotong pajak sama sekali karena jika pemotongan tidak dilakukan mereka yang 
akan bermasalah pada pemeriksaan nanti. 

Berdasarkan hasil wawancara pada desa di kecamatan Kabila bone para 
bendahara mengaku baru mengetahui perubahan Batasan pemungutan pada PPN 
menjadi Rp2.000.000,00 pada awal 2022 melalui sosialisasi KPP Pratama Gorontalo 
yang pada saat itu mengadakan pelatihan Bimtek untuk pembuatan E-Bupot. Merekai 
mengetahuii perubahani peraturani yangi mengaturi kenaikani batasi PPNi adalahi padai 
Peraturani Menterii Keuangani Nomori 59/PMK.03/2022i yangi berlakui sejaki 1i Meii 

13.54%

69.82%

5.11%
10.92%

Persentase

 Pelaksanaan Pembangunan  Pemberdayaan Masyarakat

 Pembinaan Kemasyarakatan  Penyelenggaraan Pemerintah
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2022i padahali kenaikani batasi punguti PPNi itui sudahi diaturi sejaki Peraturani Menterii 
Keuangani 231/PMK.03/2019i yangi berlakui mulaii Aprili 2020.i Ketidaktahuani inii 
menjadii alasani utamai mengapai bendaharai padai desai dii kecamatani Kabilai Bonei 
seringi melakukani kesalahani pemotongani khususnyai padai tahuni 2021. 

Pemungutani pajaki yangi seharusnyai tidaki dipunguti inii dapati digolongkani 
menjadii lebihi bayari dalami pajaki dani dapati dimintai kembalii sebagaii haki yangi 
dimilikii wajibi pajaki yangi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Carai Pengembaliani Atasi 
Kelebihani Pembayarani Pajaki Yangi Seharusnyai Tidaki Terutangi tepatnyai padai pasali 
3Ci yaitui pembayarani yangi tidaki seharusnyai dibayarkan.  

 
TAHAP PENYETORAN PAJAK  

Keterlambatan Penyetoran pajak masih sering dilakukan oleh bendahara desa 
di kecamatan Kabila Bone Uniknya pada semua keterlambatan pembayaran pajak 
pada tiap desa yang menjadi tempat penelitian adalah tidak adanya keterlambatan 
penyetoran pajak yang dilakukan atas pemotongan pada bulan desember. Hal itu 
dikarenakan adanya batas penginputan data di siskeudes di setiap tahun dibatasi 
pada tanggal 31 Desember tahun tersebut sehingga apparat desa tidak bisa untuk 
memperbaiki. Kelalaian sempat dilakukan pada tahun 2019 oleh bendahara 
moodelomo yaitu penyetoran pajak dilakukan oleh bendahara pada tahun berikutnya 
sehingga peyetoran yang dilakukan bendahara moodelomo tidak bisa terinput ke 
siskeudes dan jumlahnya menjadi tidak Balance  antara pajak yang dipotong dan 
disetor maka dari itu bendahara desa mengaku harus menyelesaikan semua 
kewajibannya salah satunya adalah melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong 
sebelumnya. padahal jika melihat undang-undang perpajakan batas penyetoran 
adalah tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah transaksi dilaksanakan.  

Selain itu alasan mengapa masih banyak terjadi keterlambatan penyetoran 
yang dilakukan oleh bendahara desa di kecamatan Kabilai Bonei adalahi tidaki adanyai 
peringatani maupuni sanksii dendai atasi keterlambatani penyetorani pajaki yangi 
harusnyai dikenakani terhadapi wajibi pajaki yangi terlambati dalami melakukani 
penyetorani sepertii yangi diaturi dalami UUi KUPi Pasali 9i Ayati 1i dani 2ai mengenaii tarifi 
dendai keterlambatani 2%i perbulani yangi dihitungi sejaki tanggali jatuhi tempo.i Selaini 
itu,i alasani laini yangi menyebabkani lambati setori pajaki menuruti pengakuani 
bendaharai moodelomoi adalahi lambatnyai pihaki ketigai dalami melakukani 
pembayarani PPhi ataui PPNi kepadai pihaki desai menjadii faktori laini yangi 
menyebabkani keterlambatani penyetorani pajaki desa. 

 
TAHAP PELAPORAN PAJAK 

Kurangnyai pengawasani pihaki KPPi Pratamai Gorontaloi terutamai dalami 
pelaporani SPTi Masai yangi menjadii salahi satui kewajibani perpajakani yangi harusi 
menyebabkani kurangi patuhnyai bendahara-bendaharai desai dalami melaksanakani 
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kewajibani perpajakannyai tersebuti salahi satunyai adalahi padai objeki penelitiani yaitui 
desa-desai dii kecamatani Kabilai Bonei dibuktikani dengani tidaki adanyai Riwayati 
pelaporani pajaki padai tiapi masai pajaki sepertii yangi diaturi dalami Peraturani Menterii 
Keuangan.i pernyataani inii didukungi dengani hasili wawancarai yangi dilakukani padai 
beberapai desai dii kecamatani Kabilai Bonei bahwai untuki pelaporani perpajakani 
bendaharai desai hanyai melakukani pelaporani menggunakani bukui kasi pajaki sepertii 
yangi diaturi dalami Permendagrii dani tidaki melaporkani pajaki padai setiapi masai pajak. 

Berdasarkani hasili wawancarai yangi dilakukani dikatakani bahwai pernahi 
adanyai sosialisasii darii KPPi Pratamai Gorontaloi dii tahuni 2022i yangi disertakani 
dengani bimteki yangi diikutii olehi bendaharai desai dii kecamatani Kabilai Bonei untuki 
mensosialisasikani Peraturani Menterii Keuangani terbarui dani pelatihani untuki 
penggunaani E-Bupoti yangi sebagaii saranai pembuatani pelaporani pajaki secarai 
elektroniki yangi bertujuani untuki mempermudahi bendaharai desai dalami melaporkani 
pajaknya.i Adanyai sosialisasii KPPi tidaki lantasi merubahi kebiasaani bendaharai desai 
terbuktii setelahi bimteki tersebuti pelaporani SPTi Masai masihi belumi dilakukani olehi 
pihaki bendaharai desai dii kecamatani Kabilai Bone.i Menuruti merekai bahwai tuntutani 
untuki pelaporani pajaki padai setiapi masai pajaki bukani sebuahi kewajibani yangi harusi 
dipenuhii desa.i Tidaki adanyai peringatani dani jugai sanksii menjadii faktori utamai 
mengapai pelaporani pajaki inii tidaki dilaksanakani Menuruti UUi KUPi 2007i Pasali 7i ayati 
(1)i pihaki yangi tidaki melaporkani SPTi Masai akani dikenakani sanksii dendai sebesari 
Rp.500.000i jikai tidaki melaporkani SPTi Masai PPNi dani sebesari Rp100.000i untuki SPTi 
masai lainnya. 

 
ANALISIS PAJAK YANG DIPUNGUT DARI DANA DESA BERDASARKAN JENIS PAJAK 

Walaupuni Pajaki Pertambahani Nilaii dani Pajaki penghasilani pasali 22i memilikii 
batasi minimali pajaki tersebuti barui bisai dipotongi keduai jenisi pajaki itui masihi menjadii 
pemberii kontribusii terbesari lebihi banyaknyai transaksii yangi mencakupi kegiatan-
kegiatani yangi menjadii objeki pajaki PPNi dani PPhi Pasali 22i terlebihi khususi padai PPNi 
dikarenakani tarifnyai yangi jauhi lebihi besari dibandingkani ketigai jenisi pajaki lainnyai 
bahkani jikai dibandingkani PPNi memilikii persentasei 4i kalii lipati darii keseluruhani 
PPhi yangi dipotongi 6i desai dii Kecamatani Kabilai Bone. 

Jikai melihati peri sektori darii bidangi padai Danai Desai yangi memberikani 
kontribusii tertinggii terhadapi perpajakani padai tahuni 2021i adalahi sektori 
Pemberdayaani Masyarakati yangi memberikani kontribusii hampiri 70i perseni darii 
keseluruhani pajaki pusati yangi dipunguti olehi 6i desai dii kecamatani Kabilai Bonei 
mengingati padai tahuni 2021i inii jugai anggarani untuki danai desai lebihi difokuskani 
untuki penanganani covidi dani pemulihani ekonomi seperti yang diatur dalam 
(Permendesa, 2020)i yangi keduanyai merupakani bagiani darii bidangi Pemberdayaani 
Masyarakati Desa.i Sedangkani yangi memberikani kontribusii pajaki yangi palingi 
rendahi adalahi padai sektori Pembinaani kemasyarakatani yangi hanyai memberikani 
kontribusii sebesari 5,21i perseni minimnyai kontribusii bidangi pembinaani disebabkani 
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karenai masihi maraknyai pandemii sehinggai minimnyai kegiatani yangi berkaitani 
dengani Pembinaani Kemasyarakatan,i dani sisanyai bidangi Penyelenggaraani 
pemerintahan,i dani sektori pelaksanaani pembangunani yangi memilikii kontribusii 
perseni yangi padai 2021i berfokusi padai salahi satui tujuani SDGsi Desai yaitui pedulii 
Kesehatani SDGsi 6i yaitui desai layaki airi bersihi dani sanitasii sehinggai dii tahuni tersebuti 
pembangunani membuati salurani airi kei rumah” warga.  

 
SIMPULAN 

Dalami pelaksanaani pemotongan/pemungutani PPhi dani PPNi sudahi 
dilakukani olehi bendaharai desai dii Kecamatani Kabilai Bone.i tetapii padai pemotongani 
masihi seringi tedapati kekeliruani dalami pemotongannyai dikarenakani keterlambatani 
informasii yangi diterimai mengenaii aturani terbaru,i tidaki hanyai itui keterlambatani 
dalami penyetorani jugai masihi seringi yangi dilakukani bendaharai desai dii kecamatani 
Kabilai Bone. 

Pelaporani pajaki yangi berdasarkani Peraturani Menterii Keuangani yangi berupai 
pelaporani SPTi padai tiapi Masai pajaki belumi dilakukani olehi bendaharai desai dii 
kecamatani Kabilai Bone.i Prespektifi menyetorkani makai kewajibani pajaki sudahi 
selesaii menjadii alasani mengapai pelaporani inii tidaki dilaksanakani sehinggai dapati 
disimpulkani bahwai pelaksanaani Peraturani Menterii Keuangani mengenaii perpajakani 
padai Desai dii kecamatani Kabilai Bonei belumi efektifi ditambahi lagii dengani tidaki 
adanyai tegurani ataupuni peringatani KPPi sertai sanksii yangi diberikani menjadii faktori 
utamai pelaksaani pajaki padai pengelolaani danai desai belumi dilakukani dengani baik. 

Jikai dilihati berdasarkani jenisi pajaki PPNi merupakani jenisi pajaki yangi 
memberikani kontribusii terbesari terhadapi penerimaani pajaki pusati padai enami desai 
desai dii kecamatani Kabilai Bonei sedangkani jikai dilihati darii empati sectori danai desai 
padai tahuni 2021i pemberii Kontribusii penerimaani pajaki terbesari adalahi padai sectori 
Pemberdayaani masyarakati sesuaii dengani prioritasi penggunaani danai desai 2021i 
yangi lebii berfokusi kepadai penanganani covidi dani pemulihani ekonomii masyarakati 
yangi keduanyai merupakani bagiani darii bidangi Pemberdayaani Masyarakati Desa 
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